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Uncla ng-unclang N\>, 4 ta1mn 1950 , 
tent.ang dasar- clasal' lJendidikan dan pengacljaran disekolah: 

Pl~ESIDEN REPUBL\l{ INDONESIA, 

i\'lellim bang: baliwn perIu clitetapknn 'dasol'- dasar pendidikan dan penga­
djoran disekolah didalam Ncgal'a Republik indonesia, agar penoiclikan dan 

, pengadjal'an: itu dapat 'diselenggaraknn sesuai clengan tj ita-tjita nasional 
b angsa Indonesia; 

IVIcngingat: akan pa'3al 20, 31, pasal U ,dan IV Aturan PeraJihan Un­
dang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 
No, ' :X; , ' 

Dengan persetu:djuan Badan P ekel'clj a Komite Nasional Pusat ; 

'M E IV! ' U T U S K AN: 

"~Menetapkan peratura,:, sebagai ' berikut. ~ " , 

UndanJ -'undang te,ntang, dasar"da'sar pendidikan' 
'_ dan pengadjal'ail disekolah, 

Bab r: 
Atur'lJl ' Umum , 

Pasal ' 1. • 

1. Undang-undang , ini bel'laku untuk p'endidikan dan pengadjaran 
disekolal1, 

, 2. , J ang dimaksud dengan pendidik'an dan pengadjaran dise~olah ialah 
pendidiJ<an' dan 'pengadjal'an 'jmig. diberikan be)'samn-sama J,:epada murid-
m~l'id jang bel'djuml<:)h ' sepuluh orang ,atau leb,ih, " ,," 00< 

, " , " Pa~al . 2: ' 
, :... . 
1, , Undang<imdm;>g ini tidak 'l>erlalcu untuk pe!"didikan dan pengadjaran • 

diSokolah-sekolah ' agQ,n13 dan, pcndidik;m masja'rakat, ' '.' , 
> 2, " Pendidik'an dan ' pengadjm'; n ' disekolah.!sekolali againa, ,din oendi': 

"dikan masjara!<at m asingc,;aSUlg, dit~t "'pkan dalani undang-undang. iain, 
',', " ' ',' Bab II, , ' '" ' 

• Ten (ang',' tJ,idjuan pendiJ1.Hcan , dan ' ,pcngadjarmi, 
" , , ' " Pas;U 3, ' ' 

",- Tudjuan pendidik';;" d~ penga.diara~ ialah membeutbk ~n~i~ ' susila 
; fang tjaicllP "aan warga: n:egl),I'a j~ng demokratis sena bertanggl1l1g djawal:i " 
~ - --K ;: ' T (" " masjarakat . dari:, tanali\9ir. ' .' . '" -' " '-' , 
Le n b. Gu . _n ' " ':F ' 

I ~ , Bab Ill. '.. :" ' 

I{on. Bat. Gen. 

27 

1 07 · 

dasar pendicUkan; dan pcilgadj:fran, " 

~ Pasal . 4: '\ ( . " " . "'­

rdiafall berqasar atas as~-asa's . jang 'ter~tub 
.1g~llndar.g 12asar 'Negara Republik Indonesia dari , 

;aan 'I,iclonesio, ' 

, , 
~ " 

, I , 



Bab IV. 
Tenlrulg bahasa. 

Pas"l 5. 

1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persaluan ad"lah bahas" pengan­

tar disekolah-sekolah diseluruh Republik Indonesia. 
2. Ditaman kanak- kanak dan tiga kelas jang tcrcndah disekolah rendah 

bahasa daerah boleh dipergunakan sebagai bahasa pengant.ar. 

Bab V . 
. Tenlang djcnis pcndidiklUl dan pcnga<ijru-an dan maksud.nja. 

P~sal 6. 

1. Menurut djenisnja maka pendidikan dan pengadjaran dibagi 'atas: 
a. pendidikan dan pengadjaran taman kanak-kanak, 
b. pendidikan dan pengadjaran rendall, 
c. pendidikan dan pengacijaran menengah, 
d. pendidikan dan pengadjaran tinggi. 

2. Pendidikan dan pengadjaran luar biasa diberikan dengan chusus 

untuk mereka jang m embutuhl<an. 

Pasal 7. 

r . 

1. Pendidikan dan pengadjaran t.aman kanak- kanak bermaksud me- ' 
nuntun tumbuhnja rochani dan djasmani kanak-kanak sebelum ia masuk i 
sekolah rendah. 

2. Pendidikan dan pengadjaran rendah bermaksud menunlun tumbuh­
nia rochani dan djasmani kanal,-kanak, memberikan kesempatan kepadanja 
guna mengembangkan bakat dan kesukaannja masing-masing, dan mem­
berikan dasar-dasar pengetahuan, ketjakapan dan ketangkru;an, baik lahir 

maupun bathin. 
3. Pendidikan dan pengadjaran menengah (umum dan yak) bermak-

sud melandjutkan dan meluaskan pendidikan dan pengadjal"'!ll jang ' diberi '­
kan disekolah rendah untuk mengembangkan tjita-tji(a hidup ser!a mem­
bimbing kesanggupan murid sebagai anggo(a masjarakat, mendidik tenaga­
tenaga ahJi dalam pelbagai lapangan chusus sesuai ' dengan bakat m asing­
masing dan kebutuhan masjarakat danj al3u mempersiapkannja bagi pen­
didikan dan pengadjaran tinggi. 

4. P endidikan dan pengadjaran tinggi bermaksud memberi kesempat.an 
kepada peladjar unluk mendjadi orang jang dapat memberi pimpinan 'di­
dalam masjarakat dan jang dapat memelihara' kemadjuan ilmu dan 'ke­
madjuan hidup kemasjarakatan. 

5. P endidikan dan pe~aran luar biasa bermaksud memberi pen­
didikan dan pengadjaran kepada orang-orang jang dalam keadaan keku­
rangan, baik djasmani maupun rochaninja, supaja mereka dapat memiliki 
kehidupan lahir bathin jang lajak. 

Pasal 8. 

Peraturan-.peraturan chusus untuk tiap djems pendidikan dan penga­
djaran ditetapkan dalam undang-undang. · 
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Bab VI. 

Tcu(nng pcndidil<an di nsmani. 

Pasal 9. 

Penc1,idikan djasman i jang menu dj u kepada keselarasan anlara tum­
bulmja badan dan perkembangan dj iwa dan merupak an suatu usaha untuk 
membuat ballgsa Indonesia mendjadi bangsa jang sehat dan kuat lah ir 
bathin, diberikan pad a s egala djenis sekolah . 

Bab VII. 

Tcntang kcwadjiban beladiar. 

P asal 10. ' 

1. Semua anak-anal< jang sudah berumur 6 tahun berhak dan jang 
sudah berurnur 8 tahun dhvadjibkan beladjar disekolah, ' sedikitnja 6 tahun 
lamanja. 

Z. Beladjar disekolah agarna jang telab menda~al pengakuan dar\ 
Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewadjiban beladjar. 

3. Kewadjiban beladjar itu dialur dalam undang~undang jang tersen-

diri . 
Bab VIII. 

Tcn(ang mcndiriknn dan menjclcnggar akan sekolah-sckolah. 

Pasal 11. 

1. Sekolah jang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah, baik 
Pemel'intah Pusat maupun Pemerintah Daerah, disebu t sekolah negeri. 

, 2. Sekolah jang didirikan dan diselenggarakan oleh orang-orang atau 
badan-badan partikulir disebul sekolah partikulir. 

Pasal 12. 

1. Sekolah-sekolah negeri - selain kursus-kursus dan sekolah-sekolah 
pulisi - didirikan dan dilutup oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan 
Kebudaji!an, atau oleh P emerintah Daerah, djika sekolah- sekolah itu di­
dirikan dan diselenggarakan oleh P emerintah Daerah. 

2 Untuk mendirikan s uatu sekolah n egeri harus ada sekurang-ku­
r angnja 30 orang mudd. 

3. Dalam keadaan islimewa Meriteri Pendidikan, P engadjaran dan Ke­
' budajaan <lap;,t m engadakan peraturan jang menjimpang dari ajat 2. 

Bab IX. 

Tentang sekolalt' partikulir. 

Pasal 13. 

1. Alas dasar kebebasan tiap-tiap warga negara menganut sesuatu 
agama atau kejakinan hidup, maka kesempat-an leluasa diberikan untuk 
mendirikan dan mcnjelenggarakan sekolnh-sekolah partikulir. 

2. Peraturan-peraturan jang chusus tentang sekolah-sekolah partikullr 
ditelapkan dalam undang-undang. 
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Pasal 14. 

1. Sckolah-sekolah partikulir jang mcmcnuhi sjarnt-sjal'a!, dapa! me­
nCl'ima subsidi dari Pcmerintah lmtuk pembiajaannja. 

2. Sjaral-sjarnt tersebut dalam ajat 1 dan pera luran pemberian sub­
siell <iilclapkan dalam Peraturan Pemerintah. 

Bab. X . 
Ten(ang guru-guru. 

Pasal 15. 

Sjarat utama untuk mendjadi guru, selain idjazah dan sjaral-sjal'a! 
jang mengcnai kesehatan djasmani dan rochani, ialah sifa l-sifa! jang perlu 
untuk dapa! memberi pendidikan dan pengadj aran seperli jang ellmaksud 
dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 undang-undallg ini. 

Pasal 16. 

Didalam sekolah gur u-guru harus menghormaii lisp-tiap aliran agama 
atau kejakillan hidup. 

Bab Xl. 
Tentallg nmrid-mur id. 

Pasal 17 

Tiap-tiap warga negara Republi k Indonesia mempunjai hak jang sam a 
untuk diterima mendjadi murid suatu sekolah, djika )Demenuhi sjal'at-sja­
rat jang diletapkan untuk pendidikan dan pengadjaran pada sekolah ilu. 

Pasal 18. 

Peraturan-peralUl'an jang memual sjaral- sjarat t entang penerimaan, 
penolakan dan pengeluaran murid-murid dite~pkan oleh Menteri Pendidik­
an, Pengadjaran dan Kebudajaan. 

Pasal 19. 

1 Murid-murid jang ternjata pandai, tetapi .tidak mampu membajar 
biaja sekolah, dapat menerima sokongan dari Pemerintah, menurut atu:ran- ' 
aturall jang ditetapkan oleh Menteri Pendiellkan, Pengadjaran difl Kebu-
~~ , 

2. Untuk beberapa mat jam 'sekolah dapat diadakan peraturan pembe­
rian sokongan kepada murid-murid, dengan perdjandjian bahwa murid­
mUl'id itu sesudah taromat beladjar akan bekerdja dalam djawatan Peme­
rintah untuk waktu jang elltetapkan. 

Bab XII. 
Tent:mg (pcngadjaran agama ellsekolah-sekolah negeri. 

Pasal 20. 

1. Dalam sekolah-sekolah negeri elladakan peladjaran agama; orang 
tun murid menetapkan apakah anaknja akan mengikuti peladiarantersebut. 

2. Tjara menielenggarakan pengadiaran agama clliekolah-sekolah n,{-
geri diatur dalam Penelldikan, 

Agama. 

, . 



Bab :XIII. 
Tcu tang llcndidiknn tjalll\luran .\ dan pcndidikan terpisah. 

P asal 21. 

1. Sekolah-sekolah negeri menerima mtU'id-murid laki -Iaki dan perem­
puan, ketjuali sekolah-sekolah kepandaian (keahli an) jang chusus unluk 
mu rid-mudd laki-laki atau muriel-murid perempuan. 

2. Kalau k eadaan menghendakinja diadakan pendidikan dan pengadjar­
an jang lerpisah. 

Bab XIV. 
Tentang liang sckolall dan uang alaI- alaI pcladjuran. 

Pasal 22 

Disekolah-sekolah rendall dan seko.1ah- sekolah luar biasa tidak dipungut 
uang 6ekolah maupun uang alat-alat pelad jaran. 

Pasal 23. 

Disemua sekolah negeri, ketjuaLi sekolah rendah dan sekolah luar bias~, 

mmid-mul'id membajar u ang sekolall jang ditetapkan menurut kekuatan 
orang tuanja. 

P asal 24 . 

Untuk pendidikan pada beberapa sekolab menengall dan sekolall kepan­
daian (keahlian) mUl'id-murid membajar sedjumlah uang pengganti perna­
kaian alat-alat peladjaran. 

P asal 25. 
MtU'id-murid jang ternjata pandai, tetapi tidak mampu membajar uang 

sekolall ' dan uang alat-alat peladj al'an, dapat dibebaskan dari pembajaran 
biaia itu. Atul'an tentang pembebasan ini dHetapkan oleb Menteri Pendidik­
an, P engad jaran dan Kebudajaan. 

Bab XV. 
Tcn(ang libtU'un sckqlah dan ha1'i seko1ah. 

P asal 26. 

1. Menteri Pendidikan, Pengadiaran dan Kebudajaan menetapka;' un­
fuk tiap djenis sekolah negeri hari-hari liburan sekolall, dengan mengingat 
kepentiiiga n pendiclikan, faktol' musim ,-: kepenHngan agama dan hari-hari 
raja kebangsaan. 

: 2. Menteri P endidikan, P engadj,u'an dan Kebudajaan menetapkan un­
tuk tiap djenis sekolah negeri djumlah 'sekurang-kurangnja dari pada hari 
sekolah satu tallun. 

"" 3. Sekolall-sekolah pal'tikuJir dapa t mengatur hari liburannja sendiri 
\. dengan mengingat jang tel'maktub dalnm ajat 1 dan 2 pasal ini. 

Bab XVI. 
Tentang pengawasall 11nu pemeHharaan ,pcndidikan dan pengadjaran. 

P asal 27. 

1. P engawasan pendidikan dan pengadjaran berarti memberi pimpinan 
kepada para guru untuk. mentjaiJai kesempu!'naan didalam pekerdjaannja. 
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2. Untuk tiap-tiap djenis sekolah alan beberapa djenis sekolah jang 
menurut isi pendidikannja termasuk dalam satu golongan dibentuk bada n 
pemel'iksa sekolah, jang disel'aili pengawasan pendidikan dan pengadjaran 
sebagai jang tel'sebut dalam ajat 1. 

3. Susunan dan kewadjiban badan pemedksa sekolah ditetapkan oleh 
Menteri Pendidikan, Pengad jaran dan Kebudajaan. 

Pasal 28. 

1. Hubungan antara sekolah dan orang-orang tua mUl'id dipeiihara se­

Saik-baiknja. 
2. Untuk mewudjudkan hubungan itu dibentuk Panitya Pembantu Pe­

melihara Sekolah, terdiri atas beberapa orang tua murid-murid. 
3. Susunan dan kewadjiban Panitya Pembantu Pemelihara Sekolah 

ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudaiaan. 

Bab .lI..'VTI. 

Atucan penutup. 

Pasal 29. 

Peraturan-peraturan lentang pendidikan dan pengadjaran iang ada, jang 
bertentangan dengan isi undang-undang ini, batal sedjak undang-undang ini 
mulai berlaku. 

·Pasal 30. 

Undang-undang ini mulai berlaku pad a hari diumumkan . 
. Agar Undang-undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan 

supaja diundangkan dalam Berita Negara. 

Ditetapkan' di JO'gjakarta pada tanggal 2 - 4 - 1950 . . 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

(Assaiit) . 

Menteri Pendidikan, Pengadiaran dan Kebudaiaan. 

(S. Mangoensarkoro) . 

Diundangkan pada tanggal 5 April 1950. 

Menteri Kehakiman, 

(A.G. Pringgodigdo). 
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PENDJELASAN UMUM. 

1. Susunan undang-undung clan peraluran- peraturan jang mengenai 
pendidikan dan pengadjaran disekolah di Republik Indonesia akan sebagai 
bcrikut : dasar- dasar pendidikan dan pengadj aran disekolah ditetapkan lebih 
dahulu dalam sualu undang-undang.· Dalam undang-wldang itu dimuat 
pokok-pokok tentang dasar dan tu dj uan pendidikan dan pengadjaran di­
sekolah, djenis sekolah-sekolah, sikap Pemerintah terhadap sekolah parti­
kuli r, pengadjaran agama disekolah_ negeri, sjarat-sjarat untuk diangkat 
sebagai guru, lundjangan kepada murid-murid, pemeriksaan sekolah-sekol ah 
dan lain-lain sebagainja. Sesudah undang-undang tentang dasar-dasar pen­
didikan dan pengadjaran disekolah ditetapkan akan dibuat undang-undang 
tersendiri untuk Sekolah Rendah, Sekolah Menengah, Sekolah Vak dan 
Sekolah Tinggi, sebagai "organieke wetl,. L ain-lain hal jang tidak begitu 
penting clapat ditetapkan dengan Peraturan Menteri . 

2. Penetapan undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan dan peng­
adjaran disekolah ini penting sekali, karena pendidikan dan pengadjaran 
akan mcmpengaruhi dikemudian hari sifat-sifat rakjat umumnja, dan pe­
mimpin-pernimpin jang akan t imbul dari rakjat chususn ja. 

3. Bahwa dasar-dasar itu harus berlainan sama sekali dari dasar-dasar 
pendidikan dan pengadjaran didjaman Belanda, tak usah diterangkan dengan 
p andjang lebar. Karena pengad jaran didjaman Belanda itu pada umumnja 
tidak berakar pada masjarakat Indonesia, r akjat kita tidak merasa, bahwa 
sekolah-sekolah ilu kepunjaan mereka. Dengan konslruksi manapun diuga, 
tetap sekolah-sekolah itu mendjadi barang jang asing untul, rakjat Indo­
nesia. SHat jang kedua jang tampak sekali ialah, bahwa sekolah-sekolah itu 
banja menerima sebagian ketjil dad rakjat Indonesia, dan terutama bagian 
a tasan. Rakiat djelata umumnja tidak mendapat kescmpatan menerima pen-

. didikan ·dan penga djaran disekolah. . 
4. Pendidikan dan pengadjal'an di Republik Indonesia sebafiknja ber­

sifat nasional dan demokratis. Tetapi tidak tj uh.--UP untuk mengatakan, bahwa 
pendidikan dan pengadjaran kita mengandwlg dua s ifat itu. Masih ad'a ber­
matjam-matjam hal jang harus ditetapkan. Untuk penetapan hal-hal itu, 
jang principieel .djuga, perlulah dide~gal' suara masjarakat, supaja . ada ke­
pastian, bahwa undang-undang ini sungguh-sunggull suatu pendjelmaan 
dal'i hasrat keinginan masjal'akat. Karena didalam masjal'akat kit.a ada 
beberapa aliran tentang matjam-matjam hal itu, sesuai dengan masiarakat 

. jang demokratis. 
5 Berhubung dengan hal jang tersebut di alas pad a tanggal 11 No­

pember 1947, dengan surat Putusan Menteri Pendidikan, Pengadiaran dan 
Kebuclajaan No 1541Jogja, dibentuk suatu panitia, . jang disebut "Badan 
P enasihat Pembentukan Unda·ng-undang jang menetapkan dasar- dasar bagi 
Pendidikan dan Pengadjaran", jang harus memherikan nasihat kepada Men­
ted Penclidikan, Pengadjarru~ dan Kebudajaa,;., pada pemhuatan rentjana 
undang-undang tersebu t tadi. Dalam considerans dikatakan, bahwa untuk 
pemhentukan undang-undang jang dimaksud diatas itu, perlu sekali di-
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dcngar lebih dahulu pendapal-penclapal dari mereka jang dopal mew"kili 
suniu alirnn dalant lapangnn pendidikan clan pcngadj31'an, dengan meng­
harga; serta mengindahkan ,sepe.nuhnja hasil perunc1ingan-perllndingan di-' 
dalam panili" Pcnjelidik Pengadjru'an Republik Indonesia dan Badan Congres 
Pendidikan Indonesia. 

6. Dua sifat terpen!ing dru'i pendidikan dan pengadjal'an kita tCl'sebut 
diatas tadi, jaitu nasional dan demokrasi , menghenc1aki pendjelasan lebih 
landjut. 

7. Sering dikatakan, bahwa ru·t.i "pendidikan jang bcrsifa l nasional" 
tidak djelas, sebab kebanjakan orang berpendapat, bahwa sifat nasional 
itupun hal'US nampak dalam bcn!ukllja. Mereka jang berpendapat demikian 
itu menjangkal kemungkinan adanja pendidikan jang bersifat nasional, ka­
rena dalam bentulmja pada umumnja sekolah ilu tidak dapa! bersifat ke­
bangsaan, bahkan harus menjesuaikan diri dengan susunan- susunan jang 
bersifat asing. 

Akan (etapi jang kami maksudkan dengan "sifat nasional" itu menge­
nai isi dan djiwa pendidikan. Maka dari itu mungkin sekali adanja pen­
didikan ' jang bersifat Perantjis, Inggeris, Arab, dJlsb ., pendek kata jrulg 
bersifat kebangsaan. Sebagairnana masing-masing pendidikan nasional ter­
sebut ilu berdasar alas kebudajaannja nasional, begitu pula pendidikan na­
sional kita harus berdasarkan kebudajaan nasional Indonesia. 

8. Keharusan untuk mendasarkan pendidikan kita atas kebudajaan 
kita sendiri, tidak berarti .bahwa kita a priori menolak perkajaan ,kebuda­
jaan kita itu oleh pengaruh kebudajaan asing. Sedjaral1 kebudajaan kitn 
adalah mendjadi djan1inan bal1Wa pendirian jang sempit itu tak akan te1'­
djadi, Tetapi sebaliknja pendidikan jang bersifat nasional dan bersandar­
kan kebudajaan sendiri itu, harus dengan keinsjafan. bermaksud ~cndjadi 
perisai terhadap bal1aja "cultural bondage", jang perriah dial ami bangsa kita 
dalam zaman kolonia! jang tak kita ingini kembali lagi itu. 

9. Karena itu dalrun pendidikan dan pengadjaran di Republik Indo: . 
nesia diutamakan sifat nasional dalam arti bal1\va pendidikan dan pengadi.a~ 
ran itu didasarkan alas kebudajaan kita s~ndiri. Dalam pendidikan jang 
demikian pengadjru'an sedjarall akan mendjadi pengadjaran jang penting 
sekali. Bermatjrun-matjam peristiwa jang terdiadi dal.u'n sedii'l'ah kita harus 
ditindjau kembali, dengan mempeladjari sumbel'-sumber kita sendiri, se­
hingga dapat disusun kitab-kitab sedjarah Indonesia, jang bersifat lain dari 
pada djika dilihat dengan katja mata b~ngsa asing. Peristiwa-peristiwa jang . 
dapat dibanggakan dan menundjukkan kedjajaan. bangsa kita harus dite­
gaskan dengan sedjelasnja, lSehingga menimbulkan rasa kepertjajaan atas 
diri sendir; pcmuda-pemud'a kita. Begilu pula ·pengacLjaran kesenian' bail< 
seni sUara maupun seni tari dan sebagainja. Dan hal jang leliih penting 
lagi, jang menjatakan betuJ sifat nasional pendidikan dinegara kita fal,ili 
mendjadinja bahasa Indonesia ballasa pengal1tar disemua sekolall-sekolall. 
Behasa ialah alat berfikir dan alat menjatakan buall fikiran ilu, tetapi selain 
dari semua ilu ialah alat jang terpentirig untuk menebalkan rasa nasional 
suatu bangsa. Walaupun prinsip ballwa bahasa penganl~l' disekolah-sekolall 
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ialah ballaOX"l Indonesia, diberi l<ompromi pad a dasar p;yehologie, denga n 
demikian, bahwa ditiga kelas jang terendah dari sekolah-sekolall rendah 
bahasa pengantar ia lah bahasa daerah. 

10. Suat jang kedua dari pendidikan Republik Indonesia ialah sifat 
demohasi. Kanalc-kanalc jang dididik clisekolah-sekolah setjara clemokratis 
ak.an kemuclian mendjadi manusia jang clemolualis pula. Penclidikan de­
moluatis iill tidak sadja ternjata dalam pergaulan peladjar clan pelaclj ar, 
pelacljar dan pendiclik, akan teiapi djuga dari tjara memberi pendidikan. 
Penclidikan jang ditjita-ijitakan bukan supaja kanak-kanak bertindak lahir 
dan bathin setjara jang diperintahkan:, setjara imperatif, tetapi atas ke­
mau an sendiri, atas rasa kemerdekaan dan inltiatief sendiri. Bar u djika 
tjita-tjita inl tertjapai dapat dikatakan bahwa pendidikan kita ialah de­
mokralis. Tetapi harus ditanam dj uga keinsjafan padil anak-anak bahwa 
ltemerdekaan itu bukanlah anarchie. Perasaan dimana batasnja kemerdekaan 
dan dari mana mulainja anarchie harus clitanam pada kanak-kanak. 

11. Sebagai suaiu akibat dari sHat demokrasi pendidikan kita ialah 
terdjadinja prinsip, balnva kekurangan bia ja pada seorang peladjar tidal< 
boich mendjadi halangan untuk meneruska n peladjarannja. Unt uk peJadjar­
peladjar jang tidak mampu P emerintah m enje diakan a!uran-aturan tun­
djangan seljara studiebeurs, dicnslverband, tundjangan asrama dsb., se ­
hingga peladjar-peladjar tersebut dapat tertolong. Alman pembajaran uang 
sekolah disekolah-sekolah landjutan tidak berteniangan dengan prinsip tadi, 
karena mercka jang mendapat tundjangan, clibebaskan djuga dari pemba­
jaran uang sekolah. 

12. Dan selandjutnja ternjata djuga sifat demoluasi pada' kedudukan 
sekolah-sekolah partikulir. Kemerdekaan menclirikan sekolah- sekolah par­
tikul ir leluasa sekali, dan tiap-tiap golongan penganut-penganut suaiu aliran 
dapat menclirikan sekolah pariikulir, sedang Pemerintah bersedia membed 
sokongan. 

13. Haruslah di akui, bahwa ,keaclaan masjarakat kila pada dewasa ini 
. masih dalam proces pertumbuhan dan masih selalu berubah dengan tjepat­

nj a. Lebih dad tiga abad lamanja masj a~akai kila di!ekan oleh kekuasaan­
pendjadjahan, sehingga tidak dapa! tumbuh d'engan sehat dan berkembang 
dengan semeslin ja. Baru tiga tahun dapatlah kita bergerak dengan leluasa 
dan merdeka. Karena itu i jorak masjarakat kita belwn begi!u tegas, masih 
n:>entjari djalan bartl, masih akan berkembang. Undang- undang jang clisusun 
ini serupa dengan keadaan masjarakat kita. Beberapa falsal masih menunggu 
kesempurnaannja. Undang-undang ini bermaksud meletakkan dasar-dasar 
b am bagi pencliclikan dan pengadjaran jang sesuai dengan tjita-tjita ke­
b angsaan., Kewadjiban pemerintah ialah untuk metclmpin dan m emberi suatu 
pedoman jang tegas kearah mana masjarakat ,kila dalam lapangan pendiclik­
an dan pengadjaran harus tumbuh, tepat seperti nama jang dipakai untuk ' 
undang-undang inl. 
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PENDJELASA.1\I SEPASAL DElIU SEPASAL. 

Bab I. 

,\turan Umwl1. 

P asa! 1. 

ajat 1: tidak memerlukan pendjclasan !agi. 
ajat 2: pendidikan dan pengadjaran jang ' diberikan bcrsama-sama berarti 

pendidikan dan pengadjaran jang dibel'ikan kepada murid-mudd 
pad a waktu jang sarna dan disatu tempat, dengan tak melihat 
apakah pendidikan itu diberikan diluar atau didalam suatu ruangan, 
dan diwaktu s iang, petang atau mal~ hari . 

Pasa! 2. 

tidak memerlukan pendjelasan lagi. 

Bab n. 
Tentnng tudjuan pendidikan dan pcngadjnran. 

Pasal 3. 

Pasal ini memuat tudjuan umum dari semua djenis sekolah . dan jang 
harus mendjadi pedoman semUa pendidikan dan pengadjaran. 

Bab m. 
Tentang dossr-dasar pendidikan dan pengadj81·an. 

Pasal 4. 

Dasar pendidikan dan pengadjaran harus sesuai dengan asas-asas ne­
gara sebagai jang termaktub dalam Undang-undang Dasar Negara kita, 
jaitu jang lazim disebut dengan nama "Panlja SUa", dan harns berdasar 
pula atas kebudajaan kebangsaan, supaja pendidikan dan ' pengadjaran itu 
dapat memenuhi tugasnja dengan sebaik-baiknja. 

Bab IV. 

Tentang bahasa. 

Pasal 5. 

ajat 1: tidak memerlukan pendjelasan lagi. 
ajal 2: didalam kelas-kelas itu bahasa daerah boleh dipergunakan sebagai 

bahasa pengantar, supaja pendidikan bagi anak-anak iang masib 
ketjH itu mendapat hasil iang sebaik-baiknja. 
Didalam daerah-daerah jang bahasania tidak berapa. diauh bedanja 
dari pada bahasa Indonesia, seporti umpamanja didaerah Minang­
kabau dan Diakarta, bahasa ini dipergunakan sebagai bahasa peng­
antar mulai dari kelas iang terendah. Dimana bahasa daerah di-

~ pergunakan sebagai ' bahasa pengantar dikelas I - m sekolah 
rendah, dikelas-kelas itu bahasa Indonesia diadiarkan sebagai 
,.verplicht . leervak", dan peladiaran-peladiaran diberikan demiki-
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nn, schingga pcmakaiao bahasa Indonesia sebaga i bahasa pengantar 
mulai kolas IV tidak menemui kesulitan lagi. 

Bab V. 

Tcnlang djcnis pcndidikan dan pcngadjaran, dan ma)csudnja. 

Pasal 6. 

tidak memerlukan pendjelasan lagi. 

Pasal 7. 

Pasal ini memuat tu djuan- tudjuan chusus tiap djenis pendidikan dan 
pengadjaran. Dengan dibagi-baginja pendidikan dan pengadjaran dalam 
beberapa djenis ini, tidaklah berarti, bahwa bagian- bagian itu berdiri seo­
diri-sendiri, jang satu terJepas dari pada jang lain . Semua djenis pendidik­
an itu merupakan satu kesatuan jang tak clapat dipisah-pisahkan satu sarna 
lainnja. 

aiat 1 : bukan maksudnja pendidikan dan pengadjaran taman kanak-kanak 
itu unluk umpamanjll mempersiapkan kanak-kanak bagi pendl­
dikan rendah, melainkan untuk memberikan t untunan kepada 
tumbuhnja djasmani dan rochani kanak-kanak' itu berdasarkan 
s jarat-sjarat psychologisch. . 

ajat 2: tudjuan pendidikan dan pengadjaran disekolah rendah dapat di­
bagi atas dua bagian, jaitu pertama menjiapkan anak-anak untuk 
dapat menerima pendidikan dan penglldjal'all, kedua membel'ikan 
kepada mereka dasar- dasar pengetahuan, ketjakapan. dan ketang­
kasan. P endidikan ini merupakan suatu pendidikan jang bulat, dan 
dapat dianggap sebagai suatu pendidikan minimum jang perlu bagi 
tiap-tiap m an usia sebagai anggota masjarakat, dan sebagai warga 
negara. 

aiat 3: diwaktu jang lampau antal'a pendidikan menengah yak dan umum 
diadakan perbedaan jang besar. Sekolah Menengah umum, jang 
mementingkan peladjarah-peladjaran the ore tisch, mempersiapkan 
peladjar-pelaCliar bagi perguruan tinggi, dan Sekolab Mcne­
ngah vak rnendidil, tenaga-tenaga untuk bermatiam-matjam peker­
diaan kepandaian dan keahlian. Kemungkinan untuk terus kese­
kolah tinggi bagi mereka iang terachir ' ini tertutup sama sekali. 
Akibatnia ialah bahwa sebagian terbesar dari anak-anak kita 
memiJih pendidikan menengah umum, dengan mak~ud supaja da­
pat meneruskan peladiarannja kesekolah tinggi. Sekolah-sekolah 
vak kurang m endapat perhatian, sehingga masiru'akat kita sekarang 
kek.ul'angan sekali tenaga-tenaga ahli jang tjakap, jang diperlukan 
guna pembangunan Negara. Sistim diatas kita tinggalkan. Jang 
kitn u tamakan sekarang ialah pendidikan orang-orang iang dapat 
bekerdja . . Baik sekolah menengah Ulnurn maup~ sekolah mene­
ngah vak kedua-duanja bertudiuan mendidik tenaga-tenaga ahli 
jang dapat' menunaikan kewadjibannia terhadap Negara. Dan dari 
kedua mat jam pendidikan menengah itu dipilihlah orang-orang 
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jang tcrtjakap untuk mengikuti pcladjaran-peladjaran diperguruan 
linggi. 

ajat 4: mereka jang telal, menerima pendidikan dan pengacl jara n c1isckolah 
tinggi harus dapat memberi pimpinan didalam masjarakat dalam 

. sem14~ lapangan hidup dan ham s dapat pula memel ihara serta me­
madjukan ilmu-i1mu pengetahuan. 

ajat 5 : orang-orang jang dalam keadaan kekurangan djasman i atau rocha ­
ninja ialah orang -orang jang but a, tuli, bisu, imbeciel, atau jang 
mempunjai ij atj at- tjat.jat djasmani atau rochani laumja. Dalam ke­
adaan jang sedemikian ilu sudah selajaknja, bahwa unluk keadHan 
sosial, mereka itu dipelihara dan dididik demikian sehingga ada 
kesempatan dan kcmungkinan bagi mereka untuk memi1 iki kehi­
dupan lahir maupun baihin jang lajak sebagai manusia, sudah ba­
rang tentu jang masih mungk'in ditj apai olehnja. 

Pasal 8. 
Undang-undang chusus untuk tiap djenis pendidikan uu dapat dianggap 

sebagai "organieke wetten" dari undang-undang pokok ini. 

Bah VI. 

Tentang pendidikan djasmani. 

Pasal . 9. 

Untuk melaksanakan maksud daripada bab II pasal 3 tentang tudjuan' 
pendidikan d~ pengadjaran, maka pendidikan dan pengadjaran harus meli­
puti kesatuan rochani-djasmani. 

Pertunlhuhan djiwa dan raga harus mendapat tuntunan jang menudju 
kearah keselarasan, agar tidak timbul penjebelahan kearah intellectualisme 
atau kearah perkuatan badan sadja. 

Perkataan keselarasan mendjadi pedoman pula untuk mendjaga agar 
pendidikan djasmani tidak mengasmgkan diri dari pada pendidikan keseIu-
ruhan (totaaIopvoeding) . _ 

Pendidikan djasmani merupakan usaha pula untuk membuat bangsa In­
donesia schat dan kuat Iahir-bathin. OIeh karena itu pcnc1idikim djasm~i 
be~kewadjiban djuga memadjukan dan memelihal'a kesehatan badan teruta­

, rna dalam arn preventief letapi djuga setjara correctief. 
Pendidikan djasmani sebagai bagian daxi pada tuntunan· terhadap per­

tumbuhan rochani-djasmani dengari 'demikian tidak terbatas pad a djam pe-
ladiaran iang diperuntukkan baginja sadja. . 

Bab VII. 

Tentangkewadjiban beladjar. 

PasaI 10. 

ajat 1; sekolah ini sudah barang tentu sekolah rendah, jang pendidikannja 
dapat dianggap sebagai pendidikan minimum jang perIu bagi ti'ap~ 

tiap warga negara. Menurut iJ,mu .pengetahuan 'pendidikan saat 
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nn ak-anak dapa t l1lulai I1lcnerima pendidikan dan pengadjaran ren­
dah tidale sama, clan clapat bergeser anta ra umur 5 tahun sampai 
7 " 8 tahun; malea 'ilite tapkan bahwa jang sudah berumw' 6 tahun 
sudah bcrhak dan bolch dilcrima disekolah renclab, sedang batas 
maximum anak-anak diha ruslean bersckolah ditetapkan 8 tahun. 
Denga n demihlan maka jang cliwadjibkan memenuh.i kewadjiban 
b eladjar ialull anak-anale jang berumur 8 lahun sampa i 14 tahun . 

aja t 2: tidale mcmerlukan pendj elasan lagi . 
aj a t 3 : tidak m emerlukau pendjelasan lagi. 

Bab VIII . 

'l'cntang lllcndirikall dan Il1clljclcnggarakan sckolah-sckolah. 

P asal 11. 

aj at 1 : tidak memerlukan pendj clasan lagi. 
aj a t 2. t idak mcmerlukan pendjelasan lagi. 

P asal 12. 

Dalam principenj a semua sekol ah didirikan oleh Kementerian Pendi­
ilikan , Pengad jaran dan Kebudajaan ; te tapi mcngiugat p embagian t enaga, 
terutama dalam waktu pera lihan ini , sebailmja sekolah- sekolah jang ber­
su at "dienstcw-sus" diUl'US oleh K ementerian atau Djawatan jang bersang­
kulan. Tentang sekolah-sekolah apa jang 1:ioleh didirikan dan diselengga­
rakan oleh P emer intah Daerah ditctaplean dalam peraturan lain. 
ajat 2: t idale m emerlukan pendjelasan lagi. 
ajat 3: tidale memerlukan pendjelasan lagi . 

Bab IX. 

Tcntang sckolal, partikulir. 

Pasal 13. 

ajat 1 : . disini diakci hal a!iran-aliran untuk mendirikan sekolah-sekolah 
jru1g memberikan pencIidikan cl'U1 pengadjaran jang sesuai dengan 
paham masing-nlasing. 

ajat 2: tidal, memerlukan pendjelasan lagl. 

P asal 14. 

ajat 1 : tidale m emerlukan pendjelasan lagi. 
ajat 2 : tidak memerlukan pendjelasan lagi. 

Bab X . 

Tentang guru-guru. 

P asal 15. 

Suat-sifat jang ilimaksud dalam .pasal ini alean mendapat perhatian ' \ 
setjukupnja disekolah-sekolah pendidikan guru, supaja sekolah-sekolah itu 
menghasilkan guru"guru jang ditjita~tjitakan. 
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Pasal 16. 

Diwaktu sekolah guru-guru tidak boleh mengeluarkan tjelaan- tjelaan, 
mcnghina, atau mcl:.kukan lain-lain pcrbuat"8n iang dapal menjinggwlg kc­
hormatan suatu aliran agama atau kejakillan h idup. Dalam perkal<lall "ke­
jak.illan hidup" termasuk diuga kejakinan politik. 

Bab XI. 

Tcntang nnlrid - nulrid . 

Pasal 17. 

J ang dimaksud dengall perkataan "umrid" ialah mur id-murid semua 
djenis sekolah iang tersebut dalam pasal 6 ulldang-undang ini, termasuk 
peladjar-peladjar sekolah menengah dan kepalldaian, demikian djuga ma­
hasiswa-mahasiswa sekolah tinggi. 

aiat 1: 

ajat 2: 

Pasal 18. 

tidak mem~rlukan pendielasan lagi. 

Pasal 19. 

kesempatan menerima tundjangan belad jar ini bania diadakan bagi ' " 
murid-murid jang orang tuanja tidak maropu. i 

Sjarat- siarat lainnja ialah, bahwa murid itu radiin dan berkela­
kuan baik. 
kesernpatan menerima sokongan mat jam ini (tundjangan ikatan di­
nas)' diadakan buat semua murid, mampu atau tidak mampu, asal 
sadia mau berdiahdji akan bekerdja kelak dalam diawatan Peme­
rintah. Aturan ini diadakan mengingat keperluan Pemerintah akan 
tenaga-tenaga pegawai. 

Bab XII. 

Tentang pengadjaran agama disekolah-sckolah negeri. 

Pasal 20. 

a. Apakah suatu di enis sekolah memberi peJadjaran agama adalah bergan­
tung pada umur dan ketierdasan murid-muridnia. 

b. Murid-murid iang sudah dewasa boleh menetapkan ikut dan tidaknja pe-
ladjaran agama. -

c. Sipat pengadjaran agama dan djwn.lah djam peladjaran ditetapkan 
lam Undang-undang tentang dienis sekolahnia. 

d. Peladiarall agama tidak mempengarubi kenaikan kelas anak, 

Bah. XIII. 

Tentang pendidikan tjampuran dan pendidikan terpisah. 

Pasal 21. 

'aiat 1: Sekolah Kepandaian Puteri dan 'Sekolah Guru Kepandaian Puteri 
adalah sekolal1-.;ekolah jang karena sifatnia melulu menerima rnu-
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rid-murid pcrempuan. Sebali knja ada beberap" bagian dari pada 
Sekolah-sekolah Pertukangan dan Teknik jang m eminta kekuatan 
dj asmanJ, sehingga pada umumnja h anja dapat djpenuhi oleh mu­
r id-murid laki- lahl. 

ajat 2: cljika didalnm sesllatu daerah sebagian besar dari orang-o'rang tua 
murid, karena pahamnja ientang sesualu "gama, menghendaki p en­
didikan terpisah, maka didacrah illl dapat didirikan sekolah-sekolah 
atau clibentuk kelas-kel as melulu untuk gadis-gadis. 

Bab XIV. 

Tcnt.~ng ·uang sekolal, dan uang ala t-alat pcladjaran. 

P asal 22. 

Disekolah re';dah tidnk dipungut uang sekolah maupun uang alat-alat 
peladjaran, sesual dengan principe kewadjiban beladjar; dj uga disekolah­
sekolah luar biasa tidnk, sebagai kompensasi penderitaan mereka jang tjatjai 
im. 

Pasal 23. 

Mengenai murid-murid jang sudah dewasa penetapan uang sekolah da­
pat ditentukall menurut penghasilan murid sendiri. 

P asal 24. 

tidak memerlukan pendjelasan lagi. 

Pasal 25. 

Libat pelldjelasan pasal 19 a jat 1, dengan perbedaan, bahwa kelonggaran 
ini banja mengenai pembebasan uang sekolah dan u ang alat- alat peladjaran 

aiat 1 : 
aiat 2: 
aiat 3 : 

Bab XV. 

Tentang libuTnn sclwlah dan had sckolah. 

Pasal 26. 

tidak memerJukan pendjelasan lagi . 
tidak m emerJu,!<an pendjelasan lagi. 
tidak memerlukan pendjelasan lagi. 

Bah . XVI. 

Tentang pengawasan dan pcmelibaraan pendidi1,an 
dan pengadjarall. 

Pasa! 27. 

ajat 1: berheda sekali dengan ruat pengawasan didalam diaman pendja­
ddahan, iang dah ulu 1erutama ditudiukall kepada usaha untuk men-' 
tjari kesalahan- kesalahan, maka sUat pengawasan osekarang ini' ialah 
untuk memberi pimpinan iang sebaik-baiknia. 

ajat 2 : ticlak memerlukan pendJelasan labi. 
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siat 3 : oa{bn ptlllcrik"a ini ~e.mpunja.i J,cwndjibnn lcrhndllp 
kolah . ncgcri maupun sekol ah-sekolnh parlih'lir . 

. Pasal 28 . 

. siat 1: didalam djaman Belanda ada badan pengawns sekolah ja ng d-isehut 
"Schoolcommissic". Dahim praktijknja baclan terscbut scdikit 'sckali 
effec lnja. Panitia Pemb,i'ntu Pcmelihal':l Sekolab. d~lam bentuk dan 
tudjuannja adaJah berbeda benar dengan "ScllOolcommissie" itu 
dan 'diharapkan akan dapat ment japai maksud jang ·,clitjita~tj;takan : ' 

siat 2!. t idak memerlukan pendjelasan lag i. 

ajat 3: badan ini terdiri atas orang- orang tua murid-nmrid, jang rnempu- ' 
njai perhatian terhadap sool-saai pendidika.n dan pcn fadja ran .. .Mak_ 
sudnja ialah supaja ada hubungan' jang erat anlara onmg-ora ng t tla 

murid-murid dan sekolah dan supaja orang-orang iua murid ')Ue­
naruh perhatian atas pend:idikan anak- ami!tnj? ~tlisekolah .. 

Bab. XVII. 

. At uran . pcnlliup. 

Pasal 29.­

tidak memerlukan peJ)djela~an lagi. 

Pasal 30. 

tidak memerltL1;:an pendjelasan lagi. 

" 
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